
GUBER"ITUR NUSA TEIICK}ARA TIUUN.

KEPUTUSAI| GUBERITT'R NUSA TEI|GGARA TIMT'R
ItoMoR : lll lrrB"lI{K.l2Otg

TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMEANGAN BATUAN
KEPADA ABDUL HARIS

GI'BERITI'R NUSA TEITGGARA TIIUT'R,

Menlmbang : a.

b.

bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
WIUP batuan diberikan kepadeL badan usaha, koperasi, dan
perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada
pemberi izin;

bahwa berdasarkan Undang-U:ndang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dar:rah dan Perubahannya,
penetapan WIUP mineral bukrn logam dan batuan dalam
I (satu) Daerah Provinsi dan 'ffilayah Laut sampai 12 mil,
merupakan wewenang Daerah Provinsi;

bahwa berdasarkan surat permohonan dari Abdul Haris
kepada Gubemur Nusa Tengg:ra Timur tanggal 3l Agustus
2018 Perihal Permohonan WIIJP, Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur telah melakukan verifikasi dan evaluasi
terhadap berkas administrasi maupun lokasi
pertambangan dengan hasil bahwa Wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP) Batuarr yang dimohonkan telah
memenuhi syarat, sehingga dapat diberikan persetujuan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin
Usaha Pertambangan Batuan J{epada Abdul Haris;

Undang-Undang Nomor 64 Tah rn 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negrra Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan I^embaran Negnra Republik
lndonesia Nomor I 649);

Undang-Undang Nomor 2.3 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Letnbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomo:: 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 20115 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Le:abaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor SOZSI; 4)

d.

Menglngat : 1.

2.



3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O1O tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturarr Pemerintah Nomor 8 Tahun
2018 tentang Perubahan Kelirrta Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan l3atubara (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Ind'cnesia Nomor 6186);

Memperhatlkan : 1.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Surat Edaran Menteri Dalarr.
Nomor : l2ol253lsj tanggal
Penyelenggaraan Urusan
Ditetapkan Undang-Undang
tentang Pemerintahan DaeratL;

Negeri Republik Indonesia
16 Januari 2015 tentang
Pemerintahan Setelah

Nomor 23 Tahun 2Ol4

2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia Nomor : 04.El30/DJB/2015 tanggal
30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Bidang Pr:rtambangan Mineral dan
Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSI{AN:

Persetujuan Wilayah lzin Usa.ha Pertambangan Batuan
diberikan keoada :

Abctul Haris
Nanga Nae, RT. 003, RW. 002
Desa Macang Tanggar,
Kecamatan Komodo,
Kat,upaten Manggarai Barat
7 3.'..r 37 .226.8-92 4.OOO
Batuan
Pasir
1,2 (Satu Koma Dua) Hel<tar

Mac:ang Tanggar
Konrodo
Manggarai Barat
Nusa Tenggara Timur
2007

Daftar Koordinat dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah
sebagaimana tercantum dalam la.mpiran I Keputusan ini.

Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam
l,ampiran II Keputusan ini. (

Nama
Alamat

NPWP
Komoditas Tambang
Bahan Galian
Luas
Lokasi Penambangan
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Kode Wilayah

KETIGA



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini
maka:
a. Pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajal< yaitu Pencadangan Wilayah
dan Pencetakan Peta sebesar Rp.5.000.00O,- (Lima Juta
Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
pada Bank Indonesia dengan no;nor akun 425692;

b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam
Kawasan Kehutanan, maka pemohon dilarang melakukan
kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari
Menteri Kehutanan Republik Ind,onesia;

c. apabila terdapat tumpang tindiir antara Wilayah Izin Usaha
Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau
perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan
pe{anjian penggunaan lahan ditnaksud secara bersama; dan

d. selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya
Peta Wilayah lzin Usaha Pertambangan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubemur ini
Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha
Pertambangan (lUP) Eksplorasi.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila
perusahaan tidak memenuhi F€rsyaratan dan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini.

Keputusan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di K,rpang
pada tanggal

f cuennrvun

7 VIIITOR BIII|GTILU L/USKODAT

.r-
Tembusan :

l. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dj Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubemur Nusa Tenggata Timur di Kupang;
4. Sel$etaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mint:ral RI di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan sumber Daya Mineral RI di Jal<arta;

6. Direktur Jenderal Pemerintahan umum, Kementerian Dalam Nr:geri RI di Jakarta;
7 . Direktur Jenderal Pajak Kementerial Keuangar RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Rl di Jakarta;
9. Bupati Manggarai Ba.rat di Labuan Bajo;
10. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI

di Jakarta:
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kt:pala Biro Perencanaan dan

Ke{asama Luar Negeri, Setjen fementCrian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jal<arta;

12. Slekretaris Diret<torat .lenderal Mineral dan Batubala Kementenan ESDM RI di Jalatta;
ii. piof.tu. Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, t)itjen Mineral dan Batubara

Kementerian ESDM RI di Jalarta;
14. Direktur Pembinaan rrogm- Mineral dan Batubaia, Ditjen Mineral dan Batubara

Kementerian ESDM RI di Jakarta
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM

RI di Jaka-rta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pqjak Kementerian Keuangan RI di Jakafi^. 4



LIIilPIRAX I : XEPUTUSAIS Gt BER!$UR I|USA TEltGliARA TIUITR

NoMoR : llt IKE,PIHK/20L9I
TAXGGAL ' 09 Uet 2019

DAI.TARKooRDINATWII"AYAHIzfNUSAIIAPERTAilBANGANIWIUP|

NAMA
KOMODITAS TAMBANG
BAHAN GALIAN
LOKASI
PROVINSI
KABUPATEN
KECAMATAN
DESA
KODE WILAYAH
LUAS (Ha)

ABDUL HARIS
BATUAN
PASIR

NUSA TENGGARA TIMUR
MANGGARAI BARAT
KOMODO
MACANGTANGGAR
2007
1,2 (SATU KOMA DUA) HEKTAR

Ito.
Garls BuJur r!*q{ lET)_ Garir Listang SctSt44 $.S[.--

fl fl {"t DESIUAL (ol t'l l"t DPSIMII,

1 1r9 52 19.91 ttg.872796 8 33 :23.24 -8.556456

'2 119 52 l9.91 119.872t96 33 23.35 -8.556486

t19 52 24.23 119.873396 8 JJ iI3.35 -8.556486

+ I t9 52 24.23 119.873396 8 55 23.24 -l5.5bO+Cl)

5 r19 52 24.94 119.873606 8 33 '.13.24 -8.556456

6 119 52 24.94 119.873606 8 2? 23. r3 -8.556426

119 52 25.bJ 119.873746 8 33 ,13.13 -8.556426

8 I lo 52 25.63 r19.A73746 8 33 1!3.O3 -8.556396

9 l19 52 26.t7 119.873936 8 33 :13.o3 -8.556396

10 119 52 26.17 r 19.873936 8 33 23.24 -8.556456

11 rl9 52 26.7r 119.874086 8 33 t,3.24 -8.556456

L2 119 52 26.7r 119.874086 8 2? 23.46 -8.5s6516

l3 119 52 27.14 t79.874206 8 JJ 1.3.46 -8.s56516

l4 119 52 27.14 119.874206 8 33 t\3.57 -8.556546

15 119 52 28.1r r19.a74476 6 33 23.57 -8.556s46

It) 119 52 28.11 779.474476 8 33 t,3.7a -8.556606

t7 ll9 52 24.87 1I9.a74686 8 33 i'.3.78 -8.556606

18 119 52 28.47 ttg.874646 8 JJ it4.oo -6-55t)OOO

19 119 52 29.41 119.874836 8 33 24.OO -8.556666

20 119 52 29.41 tt9.874836 8 33 2,4.21 -8.556726

21 r19 52 29.95 71.9.874986 8 33 tt4.2l -8.556726

ll9 52 29.9s rtg.874946 8 JJ it4.43 -8.556786

23 119 52 30.38 119.875106 8 22 t,4.43 -8.556786

24 r19 52 30.38 r 19.875106 8 33 its.19 -8.556996

25 lt9 52 29.73 L19.874926 8 ?? it5.t9 -8.556996

26 119 52 29.73 119.a74926 8 33 t,4.97 -8.556936
27 119 52 29.41 I19.874836 8 JJ 24.97 -8.556936

2a 119 52 29.41 119.874836 8 33 24.75 -8.556876
29 119 s2 29.O9 ).19.474746 8 33 24.75 -8.556876
30 119 52 29.O9 119.474746 8 33 24.54 -8.556816
3l 119 52 28.33 119.874536 8 JJ 24.54 -8.556816
32 119 52 28.33 119.874536 8 33 24.32 -8.556756



33 ll9 52 27.57 I19.874326 8 33 214.32 -8.556756
34 ll9 52 27.57 179.A74326 8 33 t\4.27 -4.556726
35 119 52 26.49 119.474026 8 33 ii4.21 -4.556726
36 119 52 26.49 r19.874026 8 33 2t3.89 -8.s56636
37 r19 52 26.17 r 19.873936 8 33 2,3.A9 -8.556636
38 lt9 52 26.77 I19.873936 8 33 23.7a -8.556606
39 ll9 52 24.9a I19.873606 8 33 2,3.78 -8.556606
40 ll9 <t 24.98 r r9.873606 8 33 24.OO -8.556666
4l 119 52 23.25 119.873126 8 33 tt4.oo -8.556666
42 119 52 23.25 r19.873t26 8 33 2,4.1I -8.556696
43 119 52 22.O7 119.a72796 8 33 24.11 -8.556696
44 119 J2 22.O7 119.872796 8 33 ,r3.89 -8.5s6636
45 ll9 52 19.47 t19.872076 8 JJ ir3.89 -8.556636
46 ll9 52 t9.47 t19.872076 8 JJ 2,3.78 -8.s56606

119 52 I 19.04 I 19.871956 8 ?e tt3.78 -8.556606
48 ll9 52 r9.04 I 19.871956 8133 2,3.67 -8.5s6s76
49 119 52 18.72 I19.871866 8 33 t)3.67 -8.556576
50 119 52 18.72 r 19.871866 8 33 2,3.46 -8.556516
J1 lr9 52 18.07 r 19.871686 8 JJ 23.46 -8.5565r6

119 52 18.O7 119.871686 8 /)? ?< -8.556486
53 ll9 52 17.75 119.871596 8 33 23.35 ,8.556486
54 ll9 52 17.75 r 19.871596 8 33 23.13 -8.s56426
55 ll9 52 r6.77 119.a7rc26 8 33 r13.13 I -8.5s6426
56 t19 52 16.77 1t9.871326 8 33 I 22.92 -8.ss6366s7 | 119 52 16.45 119.871236 8 '.22.92 -8.55636658 I lr9 52 16.45 rr9.871236 8 33 :22-70 -8.556306
59 ll9 52 r5.69 rt9.87to26 8 33 :22.70 -8.5s6306
60 119 52 15.69 Ir9.a7rc26 8 33 tz2.8l -8.556336
ot 119 52 L4.94 r 19.870816 8 33 '.22.81 -8.556336
62 52 t4.94 119.870816 8 o.) '.22.59 -8.556276
63 r19 52 13.97 r 19.870546 8 33 :22.59 -8.556276
64 119 52 13.97 119.870546 8 33 :22.49 -8.556246
65 119 52 1s.32 r r9.870366 8 33 :22.49 -4.556246
66 ll9 52 13.32 119.870366 8 33 '.22.3a -8.5562 r6
67 ttv 52 12.89 119.870246 I .).) '22.3a -8.556216
68 119 52 72.a9 r19.870246 8 33 '.22.27 -8.556186
69 rl9 52 12.45 119.a70126 8 33 22.27 -8.s56186
70 1r9 qc 12.45 119.870t26 8 33

"21.84
-8.556066

119 52 r2.35 r 19.870096 8 33 121.84 -8.556066
72 It9 52 IZ.J5 r 19.870097 I 33 21.41 -8.555946
73 119 52 13.21 1r9.870336 8 33 21-41 -8-555946
74 ll9 52 13.21 119.870336 8 33 21.51 -8.555976
/J 119 52 14. 18 r 19.870606 8 33 21.5 r -8.555976
/o ll9 52 14.18 119.870606 8 33 2r.62 -8.556006
77 119 52 14.61 119.870726 8 33 21.62 -8.556006
78 ll9 52 14.61 t19.a70726 8 33 21.a4 -8.556066
79 119 52 15.37 119.870936 8 33 21.a4 -8.556066
80 r19 52 15.37 119.870936 8 33 22.O5 -8.556126
81 ll9 52 r5.91 119.871086 8 33 22.O5 -8.556r26
a2 119 52 15.9r I 19.871086 8 33 22.16 -8.556rs6
83 119 52 16.34 t19.871206 8 33 22.16 -8.s56156

4,7



84 119 52 16.34 ttg.a71206 8 33 22.27 -8.556186

85 119 52 r6.56 rr9.471266 8 33 22.27 -8.556186

86 t19 52 16.56 179.A71266 8 '2'a 22.34 -a.5s62t6
a7 119 52 16.88 I 19.87 r356 8 33 22.34 -8.556216

88 tl9 52 16.88 119.871356 8 JJ t\2.49 -8.556246

89 ll9 52 17.42 r 19.871506 8 33 t!,2.49 -a.556246

90 119 52 t7.42 I19.871506 JJ t22.59 -a.5s6276
9l tt9 52 II.TJ I r9.871596 8 33 tt2.59 -4.556276

92 119 52 IT.IJ 119.871596 8 33 22.81 -8.556336

93 119 18.18 rr9.8717 16 8 /ro 9.1 -8.556336

94 ll9 52 18.18 119.87t716 8 ?? t22.92 -8.556366

95 r19 52 18.50 I19.871806 8 JJ '.22.92 -8.556366

96 119 52 18.50 I 19.871806 8 33 i)3-03 -8.556396

97 119 52 18.83 1 19.871896 8 JJ 113.03 -8.556396

98 r19 52 18.83 1 19.871896 8 113.13 -8.556426

99 ll9 52 19.26 119.472016 8 33 23.13 -8.556426

100 119 52 r9.26 tt9.872016 8 JJ '.23.24 -8.5564s6

d/
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LAIIIPIRAN ll : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOHOR : 11\ /KEP/HK/2019
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PETA WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN

Provlnsi : Nusa Tenggara Timur
Kabupatsn :ManggaraiBarat

N
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^\gKALA 1:3,000

-EGEba.
50 75

Loand.

@tot twua
E &nhr...oa
I rd,r*rouxoon

[rblloclo.j
Nems : Pero€ngan An.Abdul Hans

Lua3 | 1,2 Ha

Komodltas :Betuan
Digamber ol€h I Ygkobu6 Ola Kopon

Pgnoeaahan Peta
Plt. Kepala Dinas En€rgi dsn Su b€r Oaya Mineral

Tlmur,?f Provinsi Nus^Tengga

P6mbina'Tingkat I

NlP. 19631229 199412'l 001

A haomd.sa'l'ingkat Penyelidikan Rinci
(Geologi, G€okimia, Geolisika)
Potensi Sumber Daya dan Cadangan

Sumbsr P.ta
1. Peta Administra6l Kab. Manggerai Ba€12017
2. P€ta Kawas€n HL,tan,2016
3. Psie Lok$iWlUP Perorangan An. Abdul Hari3
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